
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR      7    TAHUN  2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR   7   TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL,           

PONDOK WISATA, PERKEMAHAN, USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk itu Pemerintah Daerah 
menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Usaha 
Rekreasi dan Hiburan Umum. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048) ; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA 
HOTEL, PONDOK WISATA, PERKEMAHAN, USAHA REKREASI 
DAN HIBURAN UMUM.

Pasal I
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Retribusi Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum telah ditetapkan oleh Penjabat Bupati Serdang Bedagai tanggal 9 Juni 2005 dan 
telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 
18 Agustus 2005 Nomor Seri C dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 2 dan 5 diubah dan dibaca :

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah 
Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk 
menyelenggarakan Pelayanan Perizinan. 
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2. BAB IV Pasal 6 diubah dan dibaca :

Pasal 6
(1) Setiap orang pribadi atau Badan sebelum melaksanakan kegiatan usaha hotel, 

pondok wisata, perkemahan, usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki 
Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan , Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum.

(2) Tata cara memperoleh izin adalah dengan mengajukan permohonan yang 
ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.

(3) Izin Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis 
dari Kepala Daerah atau Pejabat Penerbit izin.

(4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah

3. BAB V Pasal 7 diubah dan dibaca :

Pasal 7

(1) Setiap Wajib Retribusi yang mendaftar ulang izin harus membuat permohonan 
yang ditujukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan izin.

(2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah

4. BAB VI Pasal 8 diubah dan dibaca :

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Retribusi yang mengalihkan kepemilikan atau penggantian merek 
usahanya harus membuat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Daerah 
dengan melampirkan persyaratan izin.

(2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. BAB IX Pasal 11  point 1 diubah dan dibaca :

Pasal 11

Struktur Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum adalah sebagai berikut :

1. Usaha Hotel :
No. Jenis Klasifikasi Tarif / Tahun (Rp)
1. Hotel Berbintang Bintang 5 240.000,- / kamar

Bintang 4 200.000,- / kamar
Bintang 3 140.000,- / kamar
Bintang 2 110.000,- / kamar
Bintang 1 80.000,- / kamar
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2. Hotel Melati - 60.000,- / kamar
3. Apartemen - 140.000,- / kamar
4. Cottage - 120.000,- / kamar
5. Wisma / Mess - 30.000,- / kamar

6. BAB XIV Pasal 17 diubah dan dibaca :

Pasal 17
(1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya 

operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan 
pungutan yang disetor ke Kas Daerah.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur 
lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

                         Ditetapkan di Sei Rampah
                         pada tanggal       2008

 
   BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

                            T. ERRY NURADI 
   

        Diundangkan di Sei Rampah
        pada tanggal        2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
       

          DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 7 SERI C



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR   7  TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL,           
PONDOK WISATA, PERKEMAHAN, USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 
24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.  

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan Visi Kabupaten 
Serdang Bedagai : “Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu 
Kabupaten Terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, Religius, 
Modern dan Kompetitif”, diperlukan tindakan nyata dalam penyelenggaraan tugas-
tugas umum Pemerintah dan Pelayanan Publik kepada masyarakat khususnya di 
bidang Pelayanan Perizinan.

Selain daripada itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan 
Daerah melalui pengalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 
cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha 
Hotel, Pondok Wisata, Perkemahan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.   

II  PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam 

KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-
lain.
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Pasal 14 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam 
KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-
lain.  

Pasal 15 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat 
diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan 
pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada 
pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses 
dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah 
dalam pemungutan retribusi boleh mengajak 
kerjasama badan-badan tertentu yang karena 
profesionalnya layak dipercaya untuk ikut 
melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis 
retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 16 : ayat (3) adalah sebagai biaya operasional dalam 
melaksanakan pemungutan retribusi.  

Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam 

KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-
lain 

Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam 

KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-
lain.  Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin 
yang telah diterbitkan.

Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 82 SERI C


